PEMERINTAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
RSRISTIREREY :

PERATURON DAERAH KOTAMALYHA DAEHAH TINGKAT 1I MOJOKERTOU
NOMOR 24 "ol 1997

RETRIBUSI PELAYANAN DN LELANG BAGE PARA
REKANAN DALAM  PENSARAMNN BARANG DAN JASH
DI KOTAMADYAH DAERAH TIMGKAT 1T MOJOKERTH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHN ESH
WAL TKDTAMNARYA KEPALA DAERNH TINGKAT 11 MOJOKERTD

Menimbang : a. bahwa sebagai upava dalam mentngkatkan Pendapat-—-
an fsli Dacrah dan  tertib administrasi  dar:
woktor pelayanan  Dokumen Lelang kopada Para
Relkanan yang momperoaleh kesempatan dalam
pengadaan  Barang dan Jasa parda  Proyck—proyek
Pomerintah Kotamadya Daerahb Tingkat Il
Mo jijokorio, maka dipandang perlu menctapkan
retribvuci tertodap jasa yang diberikan :

. babhwa untuk keperluaan tersebut pada huruft a Kon-
sideran i1, Do i menuangkan ketentuan—
kctontuan dimakand dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. iUndang - undisng Momor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentoikan Doeorah-daeralh Kota Kecil dalam
Lingkunuan Proapzins: Jawe Timur/lJdawa TengahsJawa
Barat ;

2. Undang-undang  NMomoar 12 Drt Tahun 1957 tentang
FPoraturan Usum RHotribuci Daerah {Lembaranr Negara
Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan
Lombaran Neogara Republik Indonecia Nomor 1288) 3

3. Undang-uandang Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pokok-
FPukok Pemerintahan di: Daerah  {(L_embaran Negara
Ropubliik Indoncosia Tahun 1774 Nomore 3H, Tambahan
iombaran Megara Republik Indonesia Nomor 30377

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982 tentang
Porubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah  Ting-
kat I1 Mopjokerto { Lembaran Negara FRopublik
Indonesia Tahun 1982 Momor 74, Tambaban lLombaran
Negara Republik ITndonesia Nomor 3242 ;

. toputusan Presiden Republik Indaonesia Nomor 16
Yahun 1991 tentang Peolaksanaan Anggaran Pendape-—
tan dan HBelanja Noaarae ;

H. ¥Yeputusan  Preosiden Hopubliik Indoncsia Nomor 24
Tahun 1774 tenilang Poruabahan atas Keputusan
Preciden Momor (4 Tahun 1994 tentarng Pelaksanaan
AngqQaran Pondaoatan dan Belanja Negara



7. Peoraturan Menteri Dalam ”Néqérl Momor A Tahun

12792 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Daerah 3

8. Keoputuzan Menter: Dalam Noger:  Nemors 8490 1abun
1993 tentang Heontuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerab Perubahan.

0

- Keputusan  Bercama Menteri Keuangan  dan Menteri
Negara  Perconcanaan Pembangunan Nasional /Ketua
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomar
Kep - 27/MK.3/8/717%1 tentang Petunjuk Teknis
KEFP - 1G&/KET/8/1%94
Polaksanaan Keoputusan Presiden Nomor 16 Tahun
1991 teontang Pelakoanaan fAnggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Dengan persetujuan Dewan Porwabkilan Rakyat Daerah ¥Xotamadya Daerah
Tingkat Il Mojokerto,

ME MY DT K AN
Menetapkan 1 PERATURAN DAERNMH «UOTMAMADYS DAERAH TINGKAT I MOJOD-
KERTO TENTANG PETRIBUSL PELAVANAN  DOKUMEN  LELANG
BNAGL  REKANAN  DALAM PENGADBAN BARANG DAN  JASA DI
KCTAMADYO DPACRAH TINGKAY 11 MOJOKERT.
H A B I
KETENTUAN UMUM

Pacal i
Dalam Pcraturan Daerab ini  yang  dimaksad

gdongan :

&. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojo-
kerto 3

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemcrintah Kotamadya
Baerah Tingkat 1! Mojokcrto 3

. Walikotamadya Kepala Baerah Tingkat Ii, adalah
Walikotamady+a Kepala Daerab Tingkat I1 Mojokerto

d. Rekanan. atelah orang atau Badan Hukum Perdata
yang mendapat  kosempatan mengikuti ielang
pengadaan  baraeng dan Jjasa  lalnnya terhadap
proyek—proyob Vg dibirayai aleh inggaran
Pendapatan dan Bolaniz Dagrah ¥otamadya Daerah
Tirgkat 1] HMeijcherio :

c. Panitia Leiang, adalab panitia yang dibentuk
sesuai  dengan kebutuhan yvang dilandasi  dengan
Surat Keputusan B

f. Pimpinan Proyek selanjutnya disebut Pimpro, ada-
lab Pcjabat yang bertanggungijawab atas pelaloa-
naan fisik dan keuangan dari kearatan proyekd
Fantor yang dipimpinnya HE

g. Dimas Pondapatan Dacrah, adalah Dinas Pondapalan
Raerah Kotamadya Deerah Tingkat 17 Mojokorto.



B A8 Il

PELAYANNAN LELANG

Fasal 2

{1) Setiap rekanan vang mengikuti lclang  peker jaan

(2)

barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah
diwajibkan mengambil Dokumen Lelang  terdiri
atas RKS {Rencana Kcrija dan Svarat-syarall.
gambar-gambar dan keterangan lainnya termasuk
dokumen kualifikasi H

Dokumen dimaksud pada ayat (1) pasal ina di-
=sediakan oleh Wallkotamadya Kepala Dagrah
Tingkat I!.

anap ITE

KETENTUAN RETRIBUGI

Pasal 3
Atac jana gelayanan yang diberikan berdasarkan
ketentuan Facal 2 Peraturan Daerah ini,
Pemerintah Daerah mengenakan Reitribusci H

Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini adalah scbagai berikut :

a. Nilai kontrak campai dengan Rp.235.000.000,00
fdua puluh lima Jjuta rapian? sebecar
Rp. 29.000,00 {(dua puluh lima ribu rupiah} 7
dokumen termascuk Maskah Rencana Keria dan
Syarat—syarat {(RKS) serta Gambar Bestek ;

b. MNilai kontrak diatas Rp. 25.000.000,.20 {(dua
puluh tima jouta rupliah ) sampai dengan
Ap. 59.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sebesar Rp. 353.000,00 (tiga puluh lima ribu
rupiah) / dokuamen termasuk Naskah HRHencana
Kerja dan Syarat—-oyarat (RKS) serta Gambar
Bestek :

c. Nilail kontrak diatas fp . 50.000.000,00
{(lima puluh juta rupiah} sampai dengan
Rp- 106000, 000,00 {seratun jJuta rupiliah}
sebesar  Hp. 50,000,000 {lima puluh ribu
rupliah? 4 dorumen lermasuk MNaskah Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Gambar
Bezstek H

d. Nilaz kontrak diatas Hp. 1QO 000 . 000,00
{seratus juta ruplah} campai dengan
Hp. Z200.000.000.00 (dua ratus Juta rupiah)
sehesar Rp. 75.0090,00 {(twijuh puluh lima ribu
rupiah) / dokumen termasdk Naskah Roncana
Kerja dan Syarat-syarat (RK8)} serlta Sambar
Beotek H



PR LRI 410

. Nilai kontrak diatas Rp. 200, 0UD

(dua ratus  Jjuta rupiah} SAampalL derniigoen
Ap. 500 . Q00 _.C00,00  ( lima ratus juda
rupiab ) sebesar Rp. 100.000,00 (ceratu-
ribu rupiab) /  dokumen termasuk Namkah
Rencana Kerje dan Syarat—-ayarat (RkKG) serta
Gambar Bestok H

f. Nilai kontrak diatas Rp. 300.000.0040,00
(l1ima ratus 1uta rupiah } sampal dengan
Rp. P.200 .00, 000,00 {satu milyar rupiah)
sebesar Bp. 190,000,000 (seratus lima  puluh

ribu ruplrah; S dokumen termasuk Naskah
Rencana Kerta dan Syarat—-syarat {(HKS) serta
Gambar Beotehk H

g- Nilai konirak diatas Rp. 1.000.000.000,00
{Datu milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
sebesar fAp.  200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah} / dokumen termasuk  Naskab Rencana
Kerja dan Syarat-svarat {RK5} serta Gambar
Bestek 3

R, Milai kontrak Rp- 2.000.000.300,00 { 1Tima
milyar rupiah) keatas sebesar Bp. 300,000,00
{tige ratus ribu rupiah) /7 dokumen cermanak
Naskah Rencana Kerja dan Syarat-syaralt THREDD
serta Gambar Bestek.

Hasal 4

Fenerimaan HRetribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan
pendapatan Daerah dan selanjutnya harus disetor ke
Kas Pemerintah Paerah melalui Dinas Pendapatan
Daerah.

B AnB Iv

KETENTUAN PENUTUP

Pacal 5

Hal-hal vang belum diatur datam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenali pelak-anaannya  akan
diatur lebih larnjut oleh Walikotamadya Kepala
Dacrah Tingkat JI.

Peraturan PRaerah 1ini mulay beriaoku  pada
tanggal diundangkan.



Agar Setiap erang dapat mengetahuinys memer -
intahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Tingkat 11 Mojokerto.

Daerah Katamadya

Ditetapkan di Moj)okerto

pada tanngal 5 Pehruari 1997

DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT DAERA WAL IKDTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TINGKaAT IT MDOJOKERTEO
Ketua,

Cap. tid. Cap. ttd.
R, S 0OEHADI

TESOEH SOEJENG,

St
Drsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Timur tanggal

19 Maret 1997 Nomar 125/P Tahun 1997,

Tingkat i
Jawa

f.n. BUBFRUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JawA TIiMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina ttama Muda
NIP. 510 035 499
Diundangkan dalam Lembaran Dasran kKotamadya Dasrah Tingkat I1I
Mojokerto Tahun 1997 seri B tanggal 20 Mol 1997 Nomor @ 4B
A.n. WAL IKOTAMODYA kKEPALAN DAERAH TINGKAT I1
MOJOKERTO

Sekretar is Kotamsady = BRasrah

Cap. ttd.
Drs. B O I M

Pembina TK;
MNiff, 010 04D

in
I
P41



i.

I1.

PeNJ UL SN
ATAD

PERATURNAN DRAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1T MOIOKERTD
NOMOR 2 TRHUN 1997

TEMTONG

RETRIBUS1 PELNAYANAN DOKUMEN LELNANG BAGI
PARS REKANAON UALNAM PENGADANN BARANG DAN INGA
KOTAMADYA DAERAH TIMNGKAT 11 MOJOKERTO .

PENJELASAN.

Dalam rangks menberikan pelayanan kepada para  rokanan
vang menglkutl iclang pekeriaan barang dan jasa pada proyek-
proyek vang dibiayai dari fnggaran Pondapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya DPaerah  Tingkat 11 Mo inkerto, maka perlua dicediakan
dokumen—-doumen yang harun diici oloh rekanan.

Bahwa sesuai dengar  indang-undang  Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dasrah Juncta Undang-undang
Nomor 12 Drt. Tahun 1957 ‘tentang Peoraturan Umum Hetribusi
Daerah, maka dipandang per in diadakan penggalian dana baru pada
sektor —sektor retribucy di hideno usaha pelayanan Dokumen lelang
bagi para Rekanan dalam Pvnnadaan belang dan Jasa sehinggs dapat
meningkathkan PFerndapatan Al ] Dacrah guna moningkatkan
pemtangunan  deml torcapainya konejabteraan dan kemokmuran  yang
merata maleriil den Sprituil dengan berlandaskan Pancanila dan
Undang-undang basar 1913.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang
perlu  Senera mengatur retribusi pelayanan Dokumen  lelang hagi
para rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa #otamadya Daerah
Tinghkat Il HMojokerto dengan menuangkan ketentuannya dalam it
Peraturan Daecah.

PENJEL ASAN_PASAL DEMI _PASAL .

Paszal 1 sampail dengan pasal & : cukup jelas.




